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WALIKOTA LANGSA

PERATURAN WALIKOTA LANGSA
NOMOR 75 TAHUN 2013

TENTANG

RENCANA TATA BANGUNAN DAN LINGKUNGAN
KAWASAN KOTA LANGSA

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DENGAN RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA
WALIKOTA LANGSA,

bahwa perkembangan penyelenggaraan penataan bangunan dan
lingkungan Kota Langsa yang cepat, baik secara sosial ekonomi
maupun bentuk fisik menuntut adanya pedoman penataan ruang
dalam pemanfaatan, pengawasan maupun pengendalian
perkembangan kota;

bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 5 Peraturan Menteri
Pekerjaan Umum Nomor 06/PRT/M/2007 tentang Pedoman
Umum Rencana Tata Bangunan dan Lingkungan perlu
menetapkan Dokumen Rencana Tata Bangunan dan Lingkungan;
bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada
huruf a dan huruf b di atas, perlu menetapkan Peraturan Walikota
Langsa tentang Rencana Tata Bangunan dan Lingkungan Kawasan
Kota Langsa.

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota
Langsa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor
83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4110);
Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 134,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4247);
Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor
125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437)
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas
Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor
59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan
Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
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Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan
Pengelolaan Lingkungan hidup (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5059);

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 130,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5168);
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan
Kawasan Pemukiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2011 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5188);

Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2005 tentang Peraturan
Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang
Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2005 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4532);

Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2006 tentang Jalan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 86,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4655);
Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 05/ PRT/M /2007
tentang Pedoman Teknis Pembangunan Rumah Susun Sederhana
Bertingkat Tinggi;

Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 06/ PRT/M /2007
tentang Pedoman Umum Rencana Tata Bangunan dan
Lingkungan;

Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 29/ PRT/M /2007
tentang Pedoman, Persyaratan Teknis Bangunan Gedung;
Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 30/ PRT/M /2007
tentang Pedoman Teknis Fasilitas dan Aksesbilitas pada Bangunan
Gedung dan Lingkungan;

Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 45/ PRT/M/2007
tentang Pedoman Teknis Pembangunan Bangunan Negara;
Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 05/ PRT/M/2008
tentang Pedoman Penyediaan dan Pemanfaatan Ruang Terbuka
Hijau di Kawasan Perkotaan.

MEMUTUSKAN :

. PERATURAN WALIKOTA LANGSA TENTANG RENCANA TATA

BANGUNAN DAN LINGKUNGAN KAWASAN KOTA LANGSA

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan :
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2.

3.
4.

Kota adalah Kota Langsa.

Pemerintah Kota adalah unsur penyelenggara Pemerintahan Kota
yang terdiri dari Walikota dan Perangkat Kota.

Walikota adalah Walikota Langsa.

Dewan Perwakilan Rakyat Kota yang selanjutnya disingkat DPRK
adalah unsur penyelenggara pemerintahan kota yang anggotanya
dipilih melalui Pemilihan Umum.

5. Badan Perencanaan...



5. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah adalah Badan
Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Langsa.

6. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah adalah Kepala
Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Langsa.

7. Dinas Pekerjaan Umum adalah Dinas Pekerjaan Umum Kota
Langsa.

8. Kepala Dinas Pekerjaan Umum adalah Kepala Dinas Pekerjaan
Umum Kota Langsa.

9. Rencana Tata Bangunan dan Lingkungan (RTBL) adalah panduan
rancang bangun suatu lingkungan/kawasan yang dimaksudkan
untuk mengendalikan pemanfaatan ruang, penataan bangunan
dan lingkungan, serta memuat materi pokok ketentuan program
bangunan dan lingkungan, rencana umum dan panduan
rancangan, rencana investasi, ketentuan pengendalian rencana,
dan pedoman pengendalian pelaksanaan  pengembangan
lingkungan /kawasan.

10. Dokumen RTBL adalah dokumen yang memuat materi pokok
RTBL sebagai hasil proses identifikasi, perencanaan dan
perancangan suatu lingkungan /kawasan, termasuk di dalamnya
adalah identifikasi dan apresiasi konteks lingkungan, program
peran masyarakat dan pengelolaan serta pemanfaatan aset
properti kawasan.

11. Penataan Bangunan dan Lingkungan adalah  kegiatan
pembangunan untuk merencanakan, melaksanakan,
memperbaiki, mengembangkan atau melestarikan bangunan dan
lingkungan/kawasan tertentu sesuai dengan prinsip pemanfaatan
ruang dan pengendalian bangunan gedung dan lingkungan secara
optimal, yang terdiri atas proses perencanaan teknis dan
pelaksanaan konstruksi, serta kegiatan pemanfaatan, pelestarian
dan pembongkaran bangunan gedung dan lingkungan.

12. Pembinaan Pelaksanaan adalah  kegiatan  pengaturan,
pemberdayaan, dan pengawasan yang ditujukan untuk
mewujudkan efektivitas peran para pelaku penyelenggara
penataan bangunan dan lingkungan (pemerintah, masyarakat
dan dunia usaha) pada tahap penyusunan RTBL, penetapannya
menjadi peraturan walikota, pelaksanaan pembangunan, dan
peninjauan kembali/evaluasi terhadap penerapan RTBL.

BAB II
MAKSUD, TUJUAN, DAN MANFAAT

Pasal 2

(1) Dokumen Rencana Tata Bangunan dan Lingkungan disusun
dengan maksud sebagai panduan spesifik yang menyeluruh dan
memiliki kepastian hukum mengenai suatu perencanaan
penataan bangunan dan lingkungan dari suatu kawasan.

(2) Dokumen Rencana Tata Bangunan dan Lingkungan disusun
dengan tujuan sebagai pengendali pembangunan, yaitu
mengendalikan  penyelenggaraan penataan bangunan dan
lingkungan.

(3) Dokumen Rencana Tata Bangunan dan Lingkungan disusun
dengan manfaat meliputi :

a. untuk mencapai pengendalian pertumbuhan fisik suatu
penataan bangunan dan lingkungannya;
b. untuk memandu jalannya pembangunan sejak dini;

c. untuk mewujudkan...



c. untuk mewujudkan pemanfaatan ruang secara spesifik
setempat dan konkrit sesuai dengan tata ruang yang berlaku;
dan

d. untuk melengkapi peraturan tata ruang setempat.

BAB III
MATERI RENCANA TATA BANGUNAN DAN LINGKUNGAN
KAWASAN KOTA LANGSA

Pasal 3

Uraian materi lebih lanjut mengenai RTBL Kawasan Kota Langsa
sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian
yang tidak terpisahkan dari Peraturan ini, yang terdiri dari :

BAB1 : PENDAHULUAN

BAB Il : KONSEP PERANCANGAN

BAB III : RENCANA UMUM

BAB IV : PANDUAN RANCANGAN

BABV : RENCANA INVESTASI

BAB VI : PANDUAN PENGENDALIAN PELAKSANAAN
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BAB IV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 4
Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan

peraturan ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota
Langsa.

Ditetapkan di Langsa
- pada tanggal 18 Oktober 2013 M
12 Dzulhijjah 1434 H
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BERITA DAERAH KOTA LANGSA TAHUN 2013 NOMOR 426



